BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR
14 TAHUN 2011 TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA KAS

UMUM DAERAH KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Mengingat

: 1.

Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan
Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, terbentuk badan baru
yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara,

.bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

merupakan satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan b diatas, perlu memebentuk Peraturan Bupati
Kutai Kartanegara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Optimalisasi
Pemanfaatan Dana Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor S5 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Repulik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republiki
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Wewenang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008
Nomor 11};

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2010 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9
Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10
Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11
Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11);



21.

22.

Menetapkan :

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Rumah Sakit Umum
Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011
Nomor 12);

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun Tahun
2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG OPTIMALISASI
PEMANFAATAN DANA PADA KAS UMUM DAERAH KUTAI
KARTANEGARA

Pasal ]

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Dana
Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara, diubah sebagai berikut:
1. Konsideran MEMPERHATIKAN butir 2 dan 3 dihapus.

2. Ketentuan Pasal 1 disisipkan angka 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f dan
5g, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.
Kutai Kartanegara.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD.

Sa. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5b. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Sc. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan.
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.



5d.

Se.

5f.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendahara umum daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan;

Optimalisasi Dana Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara
adalah pemanfaatan Dana Kas Umum Daerah Kutai
Kartanegara untuk disimpan ditempat yang paling aman
dan menguntungkan, yang jumlahnya dengan
memperhatikan arus kas dan saldo kas minimal;

Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas
Umum Daerah Kutai Kartanegara dalam periode tahun
tertentu.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 4

Dana Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara yang
dioptimalkan pemanfaatannya disimpan dalam bentuk
Deposito dan atau bentuk lainya pada Bank Umum atau
Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Bunga/Jasa hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang telah disepakati dengan Bank yang bersangkutan
ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kutai
Kartanegara dalam bentuk Giro yang selanjutnya
diadministrasikan sebagai penerimaan lain-lain.

Pengelolaan Deposito dan atau bentuk lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan
peraturan perungang-undangan yang berlaku.

Penyimpanan Dana dalam bentuk Deposito dan atau
bentuk lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Dewan untuk diketahui.



(5

Besaran nominal Dana Kas Umum Daerah yang
dimanfaatkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara.

Pada saat Dana Kas Umum Daerah jatuh tempo dan atau
diperlukan, maka diberikan kewenangan kepada BUD
untuk menatausahakan manajemen kas sesuai dengan
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

Pasal 5

Pertanggungjawaban Dana Deposito dan atau bentuk
lainya mengikuti peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Untuk Pelaksanaan Pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud ayat (1), secara teknis dilaksanakan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Maret 20

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Maret 2012

BUPAT KU EGARA,

RITA WIDYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPAT UTAI KARTANEGARA,

BERITA DAE

ANTO BACHROEL

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR 32



